BAB 1V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah dijabarkan diatas dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

a. Prosedur perizinan yang dilakukan oleh pihak XL Smart tidak secara
langsung dilakukan ke perseorangan dalam penggunaan bahu jalan dalam
pemasangan tiang penyangga fiber optic melainkan melalui pemerintah
daerah setempat dan pemerintah desa dan RT RW, namun jika yang
dimanfaatkan adalah tanah atau melintasi bangunan milik perseorangan
maka pihak XL Smart wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pemilik
tanah agar tidak terjadi sengketa sesuai dengan Pasal 13 sampai dengan Pasal
15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu
wajib adanya perizinan dan ganti rugi atau kompensasi terhadap masyarakat
yang terdampak pembangunan jaringan telekomunikasi.

b. Kurangnya ketegasan pemerintah dalam penanganan tiang penyangga fiber
optic yang memasuki wilayah tanah milik masyarakat seringkali
menimbulkan permasalahan terkait perizinan ke masyarakat yang masih
dipertanyakan. Pihak XL Smart meberlakukan peraturan pemasangan tiang
berada pada bahu jalan Desa maupun Kabupaten untuk mempermudah
perizinan. Namun pihak vendor seringkali menempuh jalan mudah dengan
membuat rute baru atau meletakkan tiang tersebut ditanah milik masyarakat

pribadi untuk menghindari beberapa permasalahan seperti pipa dan
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sebagainya atau membuat rute baru tanpa melakukan izin ke pemilik tanah.
Beberapa masyarakat merasa tidak setuju apabila tanahnya digunakan untuk
penanaman tiang penyangga fiber optic dari XL Smart dan ingin menuntut
adanya kompensasi. Sedangkan pihak XL Smart merasa telah melakukan
perizinan dan memberikan kompensasi ke Desa maupun RT RW setempat
sehingga permasalahan terkait kompensasi ke masyarakat seringkali kurang
tersalurkan dengan baik.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas terkait Izin Penempatan Tiang Penyangga
Fiber optic Yang Memanfaatkan Atau Melintasi Tanah Milik Masyarakat tanpa
pemberian kompensasi di Kabupaten Bojonegoro penulis memberi saran
sebagai berikut :

b. Bagi pihak XL Smart yang melaksanakan pendirian tiang penyangga fiber
optic di Kawasan Kabupaten Bojonegoro sebaiknya melakukan perizinan ke
masyarakat yang terdampak secara tertulis sehingga meminimalisir
kemungkinan terjadi konflik atau sengketa untuk memenuhi ketentuan yang
tercantum pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi untuk memenuhi hak pemilik tanah.

c. Pemerintah daerah sebaiknya memberikan sosialisasi dan pemahaman
kepada masyarakat terkait haknya dalam penempatan tiang penyangga fiber
optic agar masyarakat lebih mengerti dan paham akan Tindakan apa saja
yang bisa dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban dan kompensasi

kepada pihak provider XL Smart atau sejenisnya apabila tanahnya
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dimanfaatkan untuk kepentingan tersebut. pemerintah daerah Kabupaten
Bojonegoro juga harus lebih peka terhadap keluhan-keluhan yang mungkin
diajukan masyarakat yang mengalami kerugian atas izin yang diberikan

dalam penempatan tiang agar bisa ditangani lebih cepat.
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